
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 3890);

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI

Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

1814);

: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik

Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib

pelaksanaannya perlu dlsusun uratan tugas dan fungsi Sekretariat

Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi

Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas

dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik

Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Mengingat

Menimbang

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TENTANG

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
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PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK

INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

3. Undang-Undang Nemer 10 Tahun 2004 tentang Pembenlukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nemer 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nemer 4389);

4. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nemer 125, Tambahan

Lembaran Negara RI Nemer 4437) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara RI Tahun 2008 Nemer 59, Tambahan Lembaran Negara RI

Nemer 4844);

5. Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nemer 126, Tambahan Lembaran

Negara RI Nemer 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Previnsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Keta (Lembaran

Negara RI Tahun 2007 Nemer 82, Tambahan Lembaran Negara RI

Nemer 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nemer 41 Tahun 2007 lentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nemer 89,

Tambahan Lembaran Negara RI Nemer 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 57 Tahun 2007 lentang

Petunjuk Teknis Penalaan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Previnsi Sumatera Selatan Nemer 10 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus

Kerps Pegawai Republik Indenesia Previnsi Sumatera Selatan

(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nemer 3 Seri D).
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya,

mental dan rohani;

c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Provinsi;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan

dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus
KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta

pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat

Pengurus KORPRI Provinsi.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal2

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai
Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sumatera Selatan.

5. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan

Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi

Sumatera Selatan.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1
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Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pembinaan olahraga, melaksanakan pembinaan
dan pengembangan seni, budaya, melaksanakan pembinaan mental dan

rohani, serta memfasilitasi bantuan Gubemur untuk pemberangkatan
menunaikan ibadah haji bagi anggota KORPRI Provinsi.

Bagian Ketiga
Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal?

(1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai lugas :
a. melaksanakan administrasi kepegawaian, persuratan,

keuangan, penyiapan laporan dan evaluasi;
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
(2) Subbagian Ke~a Sama mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan rencana program dan kerja sama KORPRI
dengan instansi pemerinlah maupun pihak ketiga;

b. melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Bagian Umum dan Kerja Sama mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi umum, sural menyurat, tata usaha dan

kepegawaian;
b. penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI di lingkungan

Pemerintah Provinsi;
c. penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun

pihak ketiga;
d. penyusunan laporan dan evalusi;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh alasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal5

Bagian Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerja

sama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Bagian Kedua
Bagian Umum dan Kerja Sama

Pasal4
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8agian Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai tugas menyusun

kebijakan program kegiatan usaha dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan sosial.

Bagian Keempat
Bagian Usaha dan Bantuan Sosial

Pasal 10

(1) Subbagian Olahraga, Seni dan Budaya mempunyai tugas :

a. melaksanakan kegiatan dan pembinaan olahraga, seni dan

budaya di lingkungan KORPRI Provinsi;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Mental dan Rohani mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan

keagamaan, pembekalan rohani bagi Anggota KORPRI yang

akan memasuki masa purnabakti dengan pelatihan Emotional

Spiritual Quotion (ESQ);

b. memfasilitasi Anggota KORPRI Provinsi untuk dapat

menunaikan ibadah haji atas biaya Pemerintah Provinsi;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,

Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan dan pengembangan olahraga, seni dan budaya;

b. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani bagi Calon Pegawai

Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil serta Anggota KORPRI yang akan

memasuki masa purnabakti;

c. penyusunan laporan dan evaluasi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal8
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Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubemur ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh

Gubernur.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal13

(1) Subbagian Usaha dan Kesejahteraan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan kebijakan dan program kegiatan usaha dan
peningkatan kesejahteraan ang9ota;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
(2) Subbagian Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas

a. menyiapkan bahan kebijakan dan pemberian bantuan kepada

anggo!a yang mengalami sakit, meninggal dunla, kebakaran,
bencana alam dan musibah lain serta pemberian bantuan

hukum dan dukungan yang menyangkut permasalahan

kedinasan.

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program kegiatan

kewirausahaan;
b. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;

c. pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota yang

menderita sakit, meninggal dunia, kebakaran, bencana alam dan

musibah lainnya;
d. penyusunan laporan dan evaluasi;

e. pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal11
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KORf'RI.2010

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI ..P

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 M~et 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Maret 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

/rff t{fIt-­
~

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal14
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